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ABSTRAK

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik maka perlu ditetapkan Tim Pengelola
Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menetapkan
Perubahan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID)

Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilu dan Pemilihan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik; Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola
Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-
2029; Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 Perihal tentang Pelayanan Informasi



CATATAN :

pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret
2020.

Mencabut SK Nomor 2/T1.02.00/K.JK/07/2025 Tentang Pembentukan
Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumetasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Menetapkan Perubahan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID)
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan.

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKl Jakarta —
Tentang Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026
ini ditetapkan pada 30 Maret 2026.



